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ABSTRAKSI 
 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
HAK TANGGUNGAN ANTARA NASABAH DENGAN  
PT. BPR WIRA ARDANA SEJAHTERA  
SUKOHARJO 
 
WINANTO SURYO NUGROHO 
NIM. F3207088 
 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara nasabah dengan PT. BPR 
Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul 
dan solosi mengatasi hambatan setelah pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan hak tanggungan antara nasabah dengan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo.  
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu mengambil satu 
obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan memfokuskan pada satu 
masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan melalui wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak 
bagian kredit PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari buku maupun referensi atau sumber lainnya. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerdit 
dengan jaminan hak tanggungan dilaksanakan dengan membuat akad kredit, 
pengikatan objek jaminan dengan hak tanggungan dan terakhir adalah pendaftaran 
dan penerbitan hak tanggungan oleh kantor pertanahan Negara. Hambatan yang 
terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah adanya keterlambatan 
pembayaran angsuran kredit. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah PT. BPR 
Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo mengedepankan asas kekeluargaan dan secara 
administrasi perkreditan. Pertama-tama adalah penagihan secara terus-menerus, 
pemanggilan debitur dan melalui pembinaan kredit dengan menyelidiki foktor apa 
yang menyebabkan terlambatnya pembayaran dan juga berusaha membantu 
memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluarnya yang baik 
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Hendaknya PT. BPR Wira 
Ardana Sejahtera Sukoharjo dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada 
masyarakat lebih selektif dalam melakukan analisis seperti memperhatikan 
karakter nasabah, jenis usaha nasabah dan lain sebagainya guna menghindari 
adanya kredit macet. Harus lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan perusahaan 
yang telah disepakati dengan melakukan pengembangan-pengembangan kebijakan 
berkaitan dengan kegiatan perkreditan sehingga lingkup pelayanan perkreditan 
semakin luas diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
(pengurus, pengelola dan karyawan) sebagai pelaksana kebijakan. Dalam upaya 
memberikan bantuan kepada debitur harus dilakukan dengan tetap memperhatikan 
mekanisme yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit.. 
 
Kata Kunci : Perjanjian Kredit dan Jaminan Hak Tanggungan 
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MOTTO 
 
“Hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah tantangan, hari ini adalah 
kenyataan yang harus diisi dengan penuh harapan, kegembiraan dan keberanian”. 
(Khalil Gibbran) 
 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat, misalnya sering dijumpai anggota masyarakat yang melakukan 
transaksi jual beli  secara kredit. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama 
dengan utang, karena jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas 
dengan dibebani bunga. Jika dihubungkan dengan Badan Perkreditan Rakyat 
(BPR) maka terkandung pengertian bahwa BPR selaku kreditur percaya 
meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur karena dapat 
dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka 
waktu yang ditentukan. 
Dalam keadaan inflasi biasanya tingkat bunga pinjaman dalam BPR 
cenderung naik. Hal ini biasanya dikaitkan dengan cara menghitung tingkat yang 
didasarkan pada tingkat bunga yang dianggap normal ditambah dengan tingkat      
inflasi yang bakal terjadi. Oleh sebab itu kredit yang diberikan oleh BPR 
mengandung resiko, maka dalam memberikan kredit BPR harus memperhatikan 
prinsip 5 C yaitu: 1) Character (Kepribadian), 2) Capacity (Kemampuan), 3) 
Capital (Modal), 4) Condition (Kondisi Ekonomi) dan 5) Collateral (Agunan).  
Apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan dalam 
pembayaran utang debitur, pada umumnya jaminan yang diminta oleh BPR 
adalah jaminan yang ideal. Yang meninjau dari nilai yuridis dan ekonomis karena 
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dengan jaminan seperti itu maka BPR akan memperoleh keamanan dalam arti 
BPR akan mendapatkan pelunasan utang melalui jaminan tersebut. Sehingga 
BPR terhindar dari resiko kerugian. 
Jika diperhatikan pengertian jaminan kredit dari kepentingan BPR maka 
lazimnya yang diminta adalah jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan, 
untuk jaminan perseorangan pengikatannya dikenal dengan guarantee sedangkan 
jaminan kebendaan pengikatannya dikenal dengan gadai, fiducia, dan hak 
tanggungan. 
Khusus untuk pengikatan jaminan berupa benda tidak bergerak telah 
diatur dalam UU No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang kemudian 
dikenal dengan UU hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan menurut UU 
No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah “ hak jaminan yang dibebankan 
pada hak atas tanah.  
Sasaran utama dari kelahiran UU No.4 tahun 1996 tentang hak 
tanggungan adalah memberikan ketentuan jelas, persamaan pandangan dan 
penafsiran terutama mengenai masalah perkreditan, hak jaminan atas 
tanah,tentang eksekutorial title, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya. 
Sedang maksud adanya UU No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah 
guna memberikan perlindungan yang seimbang dan baik terhadap penerima dan 
pemberi kredit dengan berlakunya lembaga hak jaminan yang kuat serta 
memberikan kepastian hukum.  
Hak tanggungan adalah “hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu 
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terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, 
kreditur pemengang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum 
yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan, dengan hak didahulukan kepentingannya dari pada kreditur-
kreditur lain”. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak 
mengurangi prefensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan yang 
berlaku
”
 (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan) 
Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 
merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan 
makmur     berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka 
memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya 
meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dalam 
badan hukum   sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan 
meningkatnya kegiatan  pembangunan meningkat pula keperluan akan 
tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. 
 
B. Perumusan Masalah 
Secara lebih kongkrit permasalahan dalam laporan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan 
antara nasabah dengan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo? 
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2. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul setelah pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan hak tanggungan antara antara nasabah dengan PT. 
BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo ? 
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul setelah 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara antara 
nasabah dengan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo ? 
 
C. Tujuan Penulisan Laporan 
Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan 
antara nasabah dengan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. 
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul setelah pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan hak tanggungan antara antara nasabah dengan PT. 
BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. 
3. Mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul setelah 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara antara 
nasabah dengan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. 
 
D. Manfaat Penulisan Laporan 
1. Bagi  Penulis  
a. Memperdalam pengertian dan penghayatan tetang kegunaan hasil 
pendidikan bagi pembangunan.  
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b. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa untuk melaksanakan setiap 
perolehan dan pemecahan masalah yang ada di lingkup usaha khususnya 
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. 
c. Menambah pengetahuan tentang kredit. 
2. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Mempercepat kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi-instansi 
atau departemen lainnya dalam melaksanakan pembangunan. 
b. Dapat mengembangkan Iptek sesuai dengan permasalahan dan 
perkembangan di masa depan. 
c. Memberikan informasi kepada masyarakat dimana mahasiswa melakukan 
KKL. 
d. Mahasiswa memperoleh beberapa kasus yang dapat digunakan sebagai 
contoh dalam proses belajar mengajar. 
e. Ilmu yang didapat dari perguruan tinggi dapat diterapkan dalam dunia 
kerja. 
3. Bagi Perusahaan 
Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran dan bahan 
kebijakan untuk dapat memberikan kredit kepada masyarakat. 
4. Bagi  Masyarakat/Pembaca/Pihak Lain 
a. Memberikan pengertian dan arti pentingnya pemberian kredit bagi 
kegiatan perekonomian masyarakat. 
b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta 
melaksanakan pembangunan. 
 6 
c. Meningkatkan cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan pengetahuan.  
d. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan. 
e. Terbentuknya kader-kader pembangunan didalam masyarakat sehingga 
terjamin terbentuknya penerus pembangunan.  
f. Memperoleh calon tenaga kerja yang terampil di bidang ilmunya. 
g. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan taraf hidup atau usaha 
masyarakat 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna menyusun Laporan Kuliah 
Kerja Lapangan, penulis menggunakan metode penelitian untuk mengetahui data 
yang komplit dan konkrit. Teknik pengumpulan data tersebut dengan 
menggunakan metode antara lain : 
1.   Metode Observasi 
Yaitu penulis mengadakan penelitian secara langsung terhadap hal-hal yang 
diteliti. 
2.   Metode Wawancara 
Yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama 
dengan cara tanya jawab. 
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3.   Metode Dokumentasi 
Yaitu cara pengumpulan data dengan benda-benda yang dapat memberikan 
berbagai macam keterangan tertentu. 
Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan laporan ini penulis 
menggunakan 2 macam data, yaitu : 
1.   Data Primer 
Adalah data yang diusahakan sendiri oleh yang bersangkutan dari sumbernya 
untuk diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 
2.   Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh dari mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan 
buku-buku referensi lain yang berhubungan dengan penyusunan laporan ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 
1.  Pengertian Perjanjian Kredit 
Beberapa pakar Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai 
oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XIII Buku Ketiga karena 
perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUH Perdata 
pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis 
dan mutu yang sama pula. Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjamkan 
tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka 
waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759). Sedangkan pihak peminjam 
berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama 
dalam waktu yang ditentukan (pasal 1763). Selain itu berkewajiban pula 
membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan 
bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena 
pemakaian (pasal 1765). (Gatot Supramono, 1996:61)  
Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak 
mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. Untuk mengetahui 
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bagaimana bentuk perjanjiannya, perlu menengok kembali apa yang 
dimaksud dengan kredit dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang tersebut. 
Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Berdasarkan pengertian itu, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit 
merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain 
(nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur seperti diatas, 
maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam pengganti. 
Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena di 
dalamnya terdapat kekhususan di mana pihak kreditur selalu bank dan obyek 
perjanjian berupa uang. Karena itu peraturan-peraturan yang berlaku bagi 
perjanjian kredit adalah KUH Perdata sebagai peraturan umumnya, dan 
Undang-undang Perbankan sebagai peraturan khususnya.  
Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur 
dengan pihak debitur, maka wajib dituangkannya ke dalam perjanjian kredit 
secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian 
kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun 
demikian terdapat hal-hal yang harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian 
tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian 
kredit tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan 
persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas 
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mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran 
kembali kredit serta persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit.  
Sering pula dalam prakteknya debitur diminta memberikan 
representation warranties dan convenant, yang dimaksud representation 
adalah keterangan-keterangan yang diberikan debitur guna pemrosesan 
pemberian kredit. Adapun yang dimaksud warranties adalah suatu janji, 
misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya 
atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. 
Sedangkan convenant biasanya adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, 
seperti misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger 
dengan perusahaan lain, atau menjual / memindah tangankan seluruh atau 
sebagian besar asetnya tanpa seizin bank sebagai kreditur.  
Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank 
sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian 
kredit mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pemberian, 
pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.  
Menurut Teguh Pudjo Muljono (1990: 9), perjanjian kredit 
mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: 
a.  Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian 
kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian 
lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan,  
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b.  Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan 
hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur,  
c.  Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.  
2.  Prosedur Pemberian Kredit  
a. Permohonan Kredit  
Permohonan fasilitas kredit mencakup (Thomas Suyatno, 1999: 69): 
1)  Permohonan pengajuan kredit.  
2)  Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.  
3)  Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah 
berakhir jangka waktunya.  
4)  Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat 
fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, 
perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.  
Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:  
1)  Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangi secara lengkap 
dan sah.  
2)  Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan 
lengkap diisi oleh nasabah  
3)  Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.  
Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam 
register khusus yang disediakan.  
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b. Penyidikan dan Analisis Kredit  
Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah 
pekerjaan yang meliputi (Thomas Suyatno, 1999: 70): 
1)  Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.  
2)  Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang 
diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam 
hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-
daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.  
3)  Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-
hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.  
4)  Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah 
dilaksanakan.  
Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:  
1)  Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, 
baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan 
dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.  
2)  Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian 
kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari 
permohonan kredit nasabah.  
Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran 
dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan 
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analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan 
yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.  
Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan. Pada 
tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat 
pertama kalinya akan dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang 
semestinya dari pejabat bank.  
Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, 
petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat 
diikat sebagai jaminan secara juridis-perfect saja.  
Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari 
masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus 
jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang 
tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus 
melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan 
jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa 
pendekatan, antar lain:  
1)  Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang 
kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap 
(constan) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan 
pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan 
pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas activity rati’s dari 
angka-angka neraca dan daftar rugi / laba nasabah yang sudah dinilai 
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kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan 
proyeksi kebutuhan modal kerja.  
2)  Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (bridging 
finance) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya 
menggunakan pendekatan berupa cash flow projection. Pendekatan ini 
di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal 
kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit 
yang akan diberikan.  
c. Keputusan Atas Permohonan Kredit  
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap 
tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil 
keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan 
permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.  
Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan 
penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam 
laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau 
informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, 
harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi)  
 
Tinjauan Tentang Kredit 
1. Pengertian Kredit 
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 
kepercayaan (Trust atau Faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah 
kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 
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percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan 
sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah 
dijanjikan itu dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 
1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan, yang 
dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga. 
Pengertian kredit yang lain adalah ”kemampuan untuk melakukan suatu 
pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan suatu janji 
pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang 
telah disepakati” (Teguh Pudjo Mulyono, 2000: 25). Susilo dkk (2000: 21) 
berpendapat bahwa “Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi 
kredit (bank, lembaga keuangan) kepada nasabahnya”. Moh Tjoekam (1999: 33) 
mengemukakan bahwa “Kredit adalah suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi 
kepada seseorang atau badan usaha berdasarkan kepercayaan saat itu, bahwa nilai 
ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur 
dan debitur”. 
Dalam kredit terdapat unsur-unsur (M. Djumhana, 2000:369):  
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a.  Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 
diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan bener-benar 
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.  
b.  Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan 
datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, 
yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan 
diterima pada masa yang akan datang.  
c.  Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat 
dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 
dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama 
kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Karena sejauh-
jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih 
selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah 
yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko 
inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.  
d.  Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 
juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern 
sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang 
menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.  
Kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga bank harus 
memperhatikan asas-asas perkreditan, yaitu diantaranya (M. Djumhana, 
2000:392): 
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a.  Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,  
b.  Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak 
semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian,  
c.  Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan 
modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau  
d.  Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.  
Kesimpulan kredit yaitu persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan 
pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jangka tertentu dengan jumlah bunga yang 
telah ditetapkan  
2. Unsur-Unsur Kredit 
Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 
kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 
kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga keuangan baru akan memberikan 
kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan 
pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang 
telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga 
kredit tidak akan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit  adalah : 
a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian 
kredit sampai pelunasannya. 
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b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada 
debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya 
sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai 
ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. 
d. Resiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang 
jarak antara saat pemberian dan pelunasan kredit. 
e. Persetujuan antara perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan 
debitur terdapat suatu perikatan dan dibuktikan dengan surat perjanjian. 
3. Sasaran Kegiatan Perkreditan 
Salah satu unit usaha, proses kegiatan perkreditan merupakan usaha untuk 
mencapai kredit itu sendiri, yang berupaya untuk : 
a. Memelihara keamanannya, yaitu keamanan  bank untuk menerima kembali 
nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. 
b. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipakai oleh 
debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan 
usaha dan terbukti sampai pada objek kredit. 
c. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih kepada bank dan 
non debitur, sehingga mampu menimbulkan backward dan foreward linkoge 
kepada masyarakat luas. 
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4. Tujuan Fungsi Kredit 
Perkreditan melibatkan beberapa pokok : kreditur (bank), debitur 
(penerima kredit) dan bahkan masyarakat pada umumnya. Tujuan perkreditan 
berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak tersebut. 
a. Bagi Kreditur (BPR) 
1) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya 
2) Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk 
lainnya dalam persaingan 
3) Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan 
profitabilitas bank. 
b. Bagi Debitur (Nasabah) 
1) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin 
lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik dari pada 
sebelumnya. 
2) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan 
kelanjutan kehidupan perusahaan. 
3) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. 
c. Bagi Masyarakat 
1) Kredit dapat menimbulkan backward dan forward linkage dalam 
kehidupan perekonomian. 
2) Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, 
bekerja dan pemerataan pendapatan. 
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3) Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli 
(social buying power) 
Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 
perdagangan antara lain : 
a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 
1) Para pemilik modal dapat secara langsung memerlukan untuk 
meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya. 
2) Para pemilik modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga 
keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan 
untuk meningkatkan usahanya. 
b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 
Kredit yang dikeluarkan melalui rekening giro dapat menciptakan 
pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga dapat 
meningkatkan peredaran uang giral, sehingga arus lalu lintas uang akan 
berkembang. 
c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang 
Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku 
menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat. Kredit 
dapat pula meningkatkan peredaran barang bank melalui penjualan secara 
kredit maupun membeli barang dari tempat yang satu dan menjualnya ke 
tempat yang lain. Pembeli tersebut menggunakan dana kredit, berarti bahwa 
kredit tersebut dapat meningkatkan manfaat suatu barang. 
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d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 
Keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha 
antara lain : 
1) Pengendalian inflasi 
2) Peningkatan ekspor 
3) Pemenuhan kebutuhan pokok 
Ketiga hal tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan arah 
pembangunan. 
e. Kredit dapat meningkatkan usaha 
Orang atau badan usaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, tetapi ada 
kalanya dibatasi oleh kekurangan di bidang permodalan tersebut. Dengan 
adanya kredit para pengusaha akan dapat meningkatkan kelancaran usahanya. 
f. Kredit dapat meningkatkan pendapatan 
Bantuan kredit yang telah diterima oleh pengusaha dari bank dapat 
memperluas usahanya untuk mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan 
usaha dan pendirian proyek akan membutuhkan tenaga kerja. Dengan 
demikian tertampungnya tenaga kerja tersebut akan makin meningkatkan 
pendapatan. 
 
Tinjauan Tentang Hak Tanggungan 
1. Pengertian Hak Tanggungan 
Pertama-tama yang menarik perhatian adalah kata hak tanggungan, selama 
ini sebelumnya U.U.P.A. tidak mengenal istilah hak tanggungan. Hanya dengan 
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menafsirkan pasal 51 dalam hubungannya dengan pasal 57 U.U.P.A. dan membaca 
Bagian menimbang dari pembukaan undang-undang. Yang dimaksud dengan hak 
tanggungan adalah suatu lembaga hak jaminan dimana objek yang menjadi jaminan 
suatu hutang (perikatan) adalah benda yang berupa tanah. 
Dari pengertian hak tanggungan di atas tersebut dapat dilihat ada beberapa 
unsur pokok dari tanggungan yaitu : 
a. Hak, yaitu hak jaminan; 
b. Yang dibebankan; 
c. Atas tanah, sebagai yang dimaksud oleh undang-undang no 5 tahun 1960; 
d. Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu; 
e. Untuk pelunasan hutang tertentu; 
f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 
terhadap kreditur yang lain (J. Satrio, 1997: 65). 
Pertanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat 
harus mempuyai sifat-sifat: 
a. Bahwa pertanggungan itu timbul berdasarkan suatu perjanjian 
b. Bahwa pertanggungan itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan  
kewajiban penanggung bergantung pada suatu peristiwa yang tidak 
tertentu dan tidak pasti) 
c. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal-balik. 
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d. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan resiko kepada 
penanggung (yang dapat dilanjutkan dengan menyebarkan atau membagi-
bagikan resiko). 
e. Bahwa degan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung 
membayar premi. 
f. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi atau indemnity sejumlah 
yang diderita dari penanggung. Kalau ada ganti rugi berarti bahwa 
tertanggung sungguh-sungguh menderita rugi dan ia akan memperoleh 
sejumlah uang dari penanggung sebagai pengganti dari kerugian yang ia 
derita. 
g. Bahwa di dalam perjanjian pertanggungan itu pada pihak tertanggung 
yang menerima ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan 
atas peristiwa yang tidak tertentu itu agar ia tidak mederita rugi (Emi 
Pangaribuan Simanjuntak, 1990:28). 
Hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat 
harus mempunyai cirri-ciri; 
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan kepada    
pemegangnya (droit di preference). Ditegaskan dalam pasal 1angka (1) 
dan pasal 20 ayat 1 undang-undang hak tanggungan. 
b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek 
benda itu (droit di suite). Ditegaskan dalam pasal 7 undang-undang hak 
tanggungan. 
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c. Memenui asas spesialitas dan publisitas. 
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 
Bahwa objek hak tanggungan, sesuai dengan pasal 4,5,6,7, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 adalah : 
  Pasal 4 : 
1. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah : 
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
2. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak 
Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib 
didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga 
dibebani Hak tanggungan. 
3. Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
4. Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut 
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan 
milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas 
dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 
bersangkutan. 
5. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak 
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Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan 
penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 
bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya 
dengan akta otentik. 
Pasal 5 : 
1. Suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak 
Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. 
2. Apabila suatu objek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu 
Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan 
menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan. 
3. Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama 
ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
yang bersangkutan. 
Pasal 6 : 
Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai 
hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut. 
Pasal 7 : 
Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek 
tersebut berada. 
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Pemberi dan pemegang hak tanggungan : 
Pasal 8 : 
1. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum 
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 
2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi 
Hak Tanggungan pada saat pendaftaranHak Tanggungan dilakukan. 
Pasal 9 : 
Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum 
yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. 
Pasal 18 ayat (1) UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Berbunyi  
Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut : 
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 
2. Dilepaskannya hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; 
3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
pengadilan negeri; 
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo didirikan berdasarkan SK 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal No. 5.1840/MK/1993 
tanggal 20 Nopember 1993 dan disahkan oleh Notaris Puji Astuti, SH. 
Selanjutnya pendirian PT. BPR Wira Ardana Sejahtera ini diumumkan dalam 
berita negara Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1993 No. 98. PT. BPR 
Wira Ardana Sejahtera yang berlokasi Jl. Raya Sukoharjo, Tawangsari Km 6 
Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah merupakan 
kantor pusat.  
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo yang dipimpin oleh Bapak 
Hendratmo H.S, S.T, berpegang teguh pada prinsip 5 C dalam memberikan 
kredit yaitu sebagai berikut: 
a.  Character ( Kepribadian )  
Pihak bank harus melakukan penilaian atas karakter kepribadian 
atau watak dari calon debitur, kredit hanya diberikan kepada calon debitur 
yang berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan criminal dan tidak 
melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.  
b.  Capacity ( Kemampuan )  
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Pihak bank hanya memberikan kredit kepada calon debitur yang 
diketahui kemampuanya untuk melunasi hutangnya.  
c.  Capital ( Modal )  
Pihak bank harus mengetahui permodalan dan kemampuan 
keuangan dari calon debitur karena hal ini mempunyai korelasi langsung 
dengan tingkat kemampuan bayar kredit.  
d.  Condition ( Kondisi Ekonomi )  
Pihak bank harus mengetahui kondisi perekonomian dari calon 
debitur, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya.  
e.  Collateral ( Agunan )  
Pihak bank tidak akan memberikan kredit kepada calon debitur 
tanpa ada agunan/jaminan. Hal ini menjaga jika terjadi kredit macet 
dimana dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan.  
Dasar hukum yang digunakan BPR dalam memberikan kredit kepada 
pengusaha adalah: 
a.  UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
b.  PBI No. 8 / 18 / PBI / 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum BPR.  
c.  PBI No. 11 / 13 / PBI / 2009 Tanggal 17 April 2009 tentang Batas 
Maksimum Pemberian Kredit BPR  
d.  Surat Edaran BI No. 8 / 31 / DPBPR tanggal 12 Desember 2006 tentang 
BPR  
2. Struktur Organisasi 
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Adapun struktur organisasi PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
adalah sebagai berikut : 
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Adapun tugas-tugas dari kegiatannya adalah sebagai berikut :  
1. Dewan Pengawas 
Tugas pokok Dewan Pengawas adalah sebagai berikut : 
a. Memastikan laporan keuangan valid, tepat waktu dan mengikuti aturan 
pelaporan. 
b. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta perusahaan. 
c. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan BI dan SPI. 
d. Mengevaluasi, menganalisis dan merekomendasi perencanaan strategi dan 
perencanaan tahunan. 
e. Menetapkan strategi dasar dan kebijakan dasar perusahaan guna mencapai 
tujuan perusahaan. 
f. Mereview aplikasi kredit yang besar sbeelum menyetujui/ 
merekomendasikan. 
2. Direksi 
Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut : 
a. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan. 
b. Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Kantor Bank Indonesia 
setempat dan Pemagang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman 
penyusunan laporan Bank. 
c. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi 
dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo. 
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3. Direktur Utama 
Tugas pokok Direktur Utama adalah sebagai berikut : 
a. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dapat mendelegasikan 
wewenang kepada bawahan yang diatur dalam Keputusan Direksi. 
b. Direktur Utama PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo mempunyai tugas 
menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan 
tugas direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian. 
4. Direktur Pemasaran 
Tugas pokok Direktur Pemasaran adalah : 
a. Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit 
dengan baik, aman dan lancar. 
b. Direktur Pemasaran bertanggung jawab kepada Direktur Utama.  
5. Direktur Umum 
Tugas pokok Direktur Umum adalah : 
a. Direktur Umum bertanggung jawab kepada Direktur Utama.  
b. Mengkoordinasikan sumber daya manusia perusahaaan dalam bidang 
operasional. 
6. Komite 
Tugas pokok Komite adalah : 
a. Hasil kerja Komite dilaporkan kepada Direksi untuk dilaksanakan oleh unit 
kerja yang berkaitan. 
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b. Komite merupakan lembaga fungsional yang bersifat kepanitiaan untuk 
menangani tugas-tugas fungsional ertentu. 
7. Satuan Pengawas Intern (SPI) 
Tugas pokok Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah : 
a. Menyusun laporan berkala atas kegiatan Satuan pengawas Internal dan 
menyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan denganbaik semua 
kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. 
b. Memantau perkembangan penylesaian kredit-kredit bermasalah, terutama 
dalam hal adanya penugasan khusus untuk itu (task force). 
c. Memantau kesehatan bank 
d. Melakukan perencanaan pemeriksaan 
e. Menyusun catatan-catatan atas objek dan waktu pemeriksaan, 
menyampaikan usulan mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit 
terkait. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi. 
8. Bidang Pelayanan 
Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 
a. Melayani nasabah dalam menyimpan dan mencairkan dana. 
b. Mengajukan usulan kerja sama kemitraan dengan lembaga lain. 
c. Melaksanakan kemitraan dalam bidang pendanaan setelah mendapat 
persetujuan dari Direktur Pemasaran. 
d. Menciptakan dan melaksanakan program pembinaan nasabah yang 
berkesinambungan. 
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e. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang meliputi sumber dan besarya 
penghimpunan dana masyarakat. 
9. Bidang Kredit 
Bidang Kredit mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang meliputi perkreditan dalam 
rangka rencana kerja periodik. 
b. Menjaga kualitas kredit. 
c. Melaksanakan manajemen dokumen agunan (collateral management). 
d. Mengajukan usulan kerja sama kemitraan dengan lembaga lain. 
e. Menciptakan dan melaksanakan program pembinaannasabah yang 
berkesinambungan dan membentuk tim kerja yang diperlukan untuk itu. 
f. Melaksanakan kemitraan di bidang penyaluran kredit setelah mendapat 
persetujuan dari Direktur Pemasaran. 
10. Bidang Pengawasan Kredit 
Bidang Pengawasan Kredit memiliki  tugas pokok: 
a. Melakukan pemeringkatan kualitas kredit; 
b. Melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah; 
c. Melaksanakan kerja sama untuk menyelesaikan kredit bermasalah 
d. Melakukan observasi dan kajian terhadap proses penyaluran kredit dan 
kualitas kredit yang ada; 
e. Mengusulkan tindakan terhadap kredit bermasalah atau tindakan 
pencegahan terhadap kredit berpotensi akan bermasalah; 
11. Bidang Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Perencanaan 
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Tugas pokok dari Bidang Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Perencanaan adalah: 
a. Memilih, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi serta teknologi 
informasi. 
b. Memantau kegiatan penutupan akun-akun harian dan bulanan di semua 
Kantor Cabang/Kantor Pusatl, dan memberikan arahan dalam hal terdapat 
kendala, kesulitan, dan kekeliruan. 
c. Memantau Indikator Tingkat Kesehatan Bank. 
d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan anggaran perusahaan. 
e. Melakukan observasi dan kajian terhadap perilaku pasar, situasi dan kondisi 
bisnis. 
f. Melakukan pencatatan secara tertib atas dokumen yang masuk dan keluar, 
serta secara berkala melakukan pencocokan secara fisik. 
g. Melakukan rekonsiliasi Rekening Antar Kantor, Antar Bank Aktiva, Antar Bank 
Pasiva, dan menyelesaikan transaksi-transaksi lainnya  yang saling 
berhubungan (open item). 
h. Membuat laporan keuangan secara berkala baik harian, mingguan, bulanan, 
triwulanan, semesteran, dan tahunan. 
i. Membuat laporan Sistem Informasi Kredit dan laporan lainnya yang sesuai 
peraturan yang berlaku. 
j. Memantau kegiatan penutupan akun-akun harian dan bulanan di semua 
Kantor Cabang/Kantor Pusatl, dan memberikan arahan dalam hal terdapat 
kendala, kesulitan, dan kekeliruan. 
k. Memantau Indikator Tingkat Kesehatan Bank. 
l. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan anggaran perusahaan. 
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m. Melakukan observasi dan kajian terhadap perilaku pasar, situasi dan kondisi 
bisnis. 
n. Membuat laporan keuangan secara berkala baik harian, mingguan, bulanan, 
triwulanan, semesteran, dan tahunan. 
o. Membuat laporan Sistem Informasi Kredit dan laporan lainnya yang sesuai 
peraturan yang berlaku. 
p. Memilih, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi serta teknologi 
informasi. 
q. Melakukan pencatatan secara tertib atas dokumen yang masuk dan keluar, 
serta secara berkala melakukan pencocokan secara fisik. 
r. Melakukan rekonsiliasi Rekening Antar Kantor, Antar Bank Aktiva, Antar Bank 
Pasiva, dan menyelesaikan transaksi-transaksi lainnya  yang saling 
berhubungan (open item). 
12. Bidang Umum, Sekretariat dan Personalia 
  Tugas pokok Bidang Umum, Sekretariat dan Personalia antara lain:                                                           
a. Melakukan rekapitulasi daftar presensi pegawai. 
b. Mengatur dan mengadministrasikan hak cuti pegawai. 
c. Menyusun dan memelihara berkas pegawai (personal file) dan menjaga 
kerahasiaannya. 
d. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perusahaan. 
e. Melaksanakan administrasi dan penyimpanan dokumen perusahaan. 
f. Melaksanakan pengaturan rapat-rapat.  
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi. 
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h. Membuat rekapitulasi hasil penilaian prestasi pegawai yang telah final dan 
memberikan keputusan atas rekomendasi penilaian prestasi tersebut. 
i. Melakukan perhitungan gaji bulanan, insentif, jasa produksi dan hak-hak lain 
pegawai yang sah, potongan kewajiban dari para pegawai dan melakukan 
pembayarannya. 
j. Menerbitkan persetujuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pegawai 
setelah disetujui oleh pimpinan unit kerja, mengurus perbekalan yang 
dibutuhkan, dan membukukan pertanggungjawaban biaya surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) pegawai. 
k. Mengadministrasikan perpajakan baik pajak perusahaan atau pajak penghasilan 
pegawai. 
l. Melakukan koordinasi dengan semua Kantor dalam masalah keamanan. 
 
13. Pemimpin Kantor Cabang  
Tugas Pokok Pemimpin Kantor Cabang yaitu: 
a. Mengendalikan Non-Performing Loan hingga batas yang sehat tanpa 
meninggalkan hubungan baik dengan nasabah. 
b. Memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan 
diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, 
maupun likuiditasnya. 
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau berkala lainnya. 
d. Memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan kebijakan 
akuntansi perusahaan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang 
wajar. 
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e. Melaksanakan program promosi perusahaan. 
f. Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang sehat dan 
menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan target dalam 
rangka mencapai pertumbuhan yang ditetapkan. 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi 
14.  Kepala Seksi Pemasaran 
Tugas pokok Kepala Seksi Pemasaran adalah: 
a. Membuat Laporan Berkala kepada Kepala Kantor Cabang mengenai 
pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta 
permasalahan serta usulan-usulan perbaikan. 
b. Memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit telah 
lengkap dan dokumen pengikatan kredit telah diikat sempurna. 
c. Memantau perkembangan rekening debitur tertentu misalnya deposito yang 
menjelang jatuh tempo, dsb. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan Seksi Kredit.  
e. Memproses berkas-berkas debitur baru termasuk dokumen agunan/ 
pengikatan kredit dan diadnistrasikan lebih lanjut serta disimpan di ruang 
penyimpanan dokumen (vault). 
f. Melayani pembukaan dan penutupan rekening. 
g. Mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah. 
h. Memantau perkembangan kredit serta penghimpunan dana; 
i. Melakukan pembinaan nasabah; 
15. Kepala Seksi Pelayanan 
Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan adalah: 
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a. Menyusun laporan perputaran kas mingguan. 
b. Melakukan program rekonsiliasi rekening dana pihak ketiga secara berkala. 
c. Melakukan rekonsiliasi rekening antar kantor dan menyelesaikan open item. 
d. Pemutakhiran daftar aktiva tetap dan inventaris. 
e. Membuat laporan yang berkaitan dengan personalia. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
g. Menerbitkan dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala (harian, 
mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan) 
h. Mencatat transaksi harian meliputi jurnal, general ledger, mutasi kas harian, 
saldo nominatif dana pihak ketiga. 
i. Menyusun laporan harian mengenai nasabah dana pihak ketiga yang 
melakukan pembukaan rekening dan penutupan rekening. 
j. Membuat dan menyampaikan laporan Sistim Informasi Kredit (SIK) ke Bank 
Indonesia. 
k. Melakukan setoran-setoran ke pihak lain seperti pajak, PBB, PLN dsb. 
 
3. Aspek Personalia 
1. Jumlah Karyawan 
Adapun jumlah karyawan yang ada di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
adalah sebagai berikut : 
a. Direktur Utama  : 1 orang 
b. Wakil Direktur  : 1 orang 
c. Kepala Bidang   : 4 orang 
d. Satuan Pengawas Intern : 1 orang 
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e. Kepala Seksi    : 3 orang 
f. Karyawan laki-laki  : 6 orang 
Karyawan wanita  : 3 orang  
 
2. Jam Kerja 
Ketentuan jam kerja bagi karyawan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
adalah untuk semua karyawan masuk kantor dalam satu minggu 6 hari kerja 
yaitu :  
a. Senin s/d Jum’at  : Pukul 08.00 – 16.00 WIB  
b. Istirahat  : Pukul 12.00 – 13.00 WIB 
c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional : Libur 
3. Gaji dan Upah 
a. Sistem Gaji dan Upah 
Sistem gaji atau upah pada  PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
didasarkan pada masa kerja dan jabatan karyawan. Semakin tinggi jabatan 
seorang karyawan maka gaji yang diterima juga semakin besar. Adapun gaji 
atau upah yang diberlakukan pada PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo yaitu upah bulanan. 
b. Jaminan Kesejahteraan 
Jaminan kesejahteraan karyawan yang diberikan kepada karyawan meliputi : 
1) Pensiun dan Kesehatan (Ledankesbi) 
Perusahaan menyediakan biaya pengobatan bagi seluruh karyawan apabila 
dalam menjalankan tugas perusahaan  mendapatkan musibah. 
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2) Rekreasi dan sarana olah raga 
3) Setiap karyawan diberi tunjangan setahun 1 kali pada hari raya Idul 
Fitri. 
4) Pendidikan dan kursus ketrampilan 
5) Tunjangan hari tua 
6) Tunjangan kecelakaan kerja 
7) Bonus akhir tahun yang ditentukan berdasarkan prestasi kerja. 
 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Proses pemberian kredit di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
Kredit merupakan kegiatan utama dari Bank yang diberikan kepada 
debitur atau nasabah dimana hal tersebut diberikan oleh PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo. Sebelumnya pihak bank memberikan penjelasan kepada 
calon debitur yaitu mengenai prosedur pemberian kredit dari bank tersebut.  
Nasabah BPR sebelum menerima kredit perlu memahami syarat-syarat 
yang ditentukan oleh Bank. Syarat untuk jenis masing-masing nasabah berbeda, 
dengan ketentuannya sebagai berikut: 
1.  Untuk umum ( perorangan ), pengusaha  
Yang dapat dijadikan Borg / jaminan sebagai berikut :  
a.  KTP suami dan istri,  
b.  Kartu Keluarga ( KK ),  
c.  KTP penjamin suami istri jika jaminan bukan atas nama calon debitur 
yang bersangkutan,  
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d.  Sertifikat tanah,  
e.  Sertifikat Deposito atau Tabungan,  
f.  BPKB Kendaraan.  
2.  Untuk Pegawai Negeri Sipil  
Yang dapat dijadikan Borg / jaminan sebagai berikut :  
a.  Kartu Pegawai,  
b.  Kartu Taspen,  
c.  SK Calon Pegawai,  
d.  SK Pegawai Negeri,  
e.  Sertifikat tanah atau BPKB Kendaraan.  
3.  Untuk TNI / POLRI  
a.  ASABRI,  
b.  SKEP,  
c.  SK terakhir,  
d.  Sertifikat tanah atau BPKB Kendaraan  
Syarat-syarat memperoleh kredit:  
1.  Apabila permohonan kredit karyawan/pegawai dan berpenghasilan tetap 
syaratnya mengisi permohonan pengajuan kredit yang dilengkapi dengan 
fotocopi KTP (suami istri) KK, surat nikah, slip gaji, rekening listrik dan 
telepon. Apabila agunan yang diberikan kendaraan maka dilengkapi Fotocopi 
BKPN, STNK, BPKB, gesekan No rangka dan No Mesin  
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2.  Apabila agunan berupa sertifikat dilengkapi fotocopi KTP (suami istri), KK, 
Sertifikat, rekening listrik, PBB terakhir, KTP pemilik jaminan (suami istri) 
Daftar gaji (bila karyawan tetap atau PNS)  
3.  Apabila yang mengajukan wiraswasta disamping persyaratan sama diatas 
ditambah aktivitas keuangan usaha berupa Neraca, R/L, Omzet serta rekening 
bank yang dimiliki untuk mendukung aktivitas keuangan tersebut.  
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara pihak Bank dengan 
pihak nasabah di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo dilakukan setelah 
nasabah melakukan tahapan-tahapan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak 
bank. Tahapan-tahapan sebelum terjadinya pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal 
Kerja, sebagai berikut:  
1.  Permohonan kredit  
Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:  
a.  Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan 
sah.  
b.  Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.  
Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama 
permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan 
dipelihara dalam berkas permohonan.  
 
 
 44 
2.  Pemeriksaan dan analisis  
Yang dimaksud dengan pemeriksaan kredit adalah pekerjaan yang 
meliputi:  
Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai 
hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. 
Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 
Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik 
keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak 
dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.  
3.  Keputusan persetujuan  
Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon 
secara tertulis (surat penegasan). Surat penegasan tersebut mencantumkan 
syarat-syarat, antara lain: Maksimum atau limit fasilitas kredit, jangka waktu 
berlakunya fasilitas kredit, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan kredit secara 
jelas, suku bunga, provisi kredit dan keharusan menandatangani surat 
perjanjian kredit.  
Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat 
penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat 
perjanjian kredit. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima: asli 
dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah, lembar kedua (duplikat) 
setelah ditandatangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda 
perstujuan atas syarat-syarat penyedian fasilitas kredit, lembar kedua tersebut 
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setelah diterima kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas 
khusus (map warkat-warkat kredit), lembar ketiga dikirim sebagai tembusan 
untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte 
pengikatan jaminan, lembar keempat untuk berkas surat menurut seri, dan 
lembar kelima untuk berkas per nasabah yang merupakan arsip harian bagian 
kredit.  
2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan 
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo dalam melakukan pemberian kredit 
kepada calon debitur selalu mensyaratkan agar calon debitur menyerahkan suatu 
jaminan. Jaminan yang diterima tersebut akan diikat oleh PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo dengan suatu jaminan tersendiri yang bersifaf accesoir. Jaminan 
yang diterima di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo beserta pengikatannya 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 1 
Jenis Jaminan dan Pengikatnya di PT. BPR Wira  
Ardana Sejahtera Sukoharjo 
 
Jenis Jaminan Pengikatannya 
Deposito dan sertifikat 
deposito 
Penyerahan gadai serta 
tabungan penyerahan gadai 
Kendaraan  BPKB  
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Mesin-mesin Fiducia Eigendoms Overdracht 
Tagihan Penyerahan jaminan secara 
cessie 
 
Dalam uraian dibawah ini, penulis hanya menguraikan pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan hak tanggungan. Adapun mengenai prosedur pembuatan 
perjanjian pemberian kredit dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dari debitur di 
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo dilakukan sebagai berikut : 
1. Tahap Pembuatan Perjanjian Akad Kredit 
Setelah permohonan kredit dan calon debitur memeperoleh keputusan dari 
pejabat yang berwenang maka bagian administrasi kredit menyampaikan 
keputusan persetujuan kredit kepada colon debitur secara tertulis dengan Surat 
Pengakuan Pemberian Kredit (SPPK) dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Jumlah kerdit yang disetujui ; 
b. Bunga dan provisi ; 
c. Jangka waktu ; 
d. Jaminan dan pengikatannya ; 
e. Asuransi ; 
f. Persyaratan-persyaratan oleh calon yang harus dipenui sebelum 
dilaksanakan penandatanganan akad kredit atau sebelum kredit di cairkan; 
g. Dan lain-lain. 
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Selanjutnya calon debitur wajib menyerahkan dokumen barang 
sebagai jaminan kepada BPR. Dokomen/ barang jaminan tersebut dilakukan 
pengikatan oleh bagian hukum diperiksa kebenarannya/ keasliannya serta 
kelengkapannya, hal ini dimaksud untuk mencegah kemungkinan-
kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian kelak di belakang hari. 
Pemeriksaan tersebut bisa juga dilakukan melalui jasa pihak-pihak yang asli 
dibidang masing-masing atau pihak yang berwenang. Untuk jaminan maka 
harus diperiksa adalah sebagai berikut : 
a. Status hukum / kepemilikan jaminan ; 
b. Nama yang tercantum dalam sertifikat ; 
c. Apakah ada persetujuan suami / istri ; 
d. Tanggal jatuh tempo sertifikat ; 
e. Apakah jaminan tersebut bebas sengkata dan atau beban hak tanggungan ; 
f. Surat IMB, apabila jumlahnya lebih dari 5 juta ; 
g. Apakah PBB telah dilunasi ; 
h. Cek keaslian sertifikat pada kantor BPN setempat ; 
i. Apakah ada surat pernyataan notaris BPR (developer apabila surat-surat 
masih dalam pengurusan, apabila jumlah pinjamannyalebih dari 5 juta. 
Setalah proses administrasi di atas selesai kemudian dilanjutkan 
dengan pembuatan akad kredit. Akad kredit tersebut bisa dibuat dalam bentuk 
akad otentik dengan melalui notaris atau akad dibawah tangan dengan 
menggunakan formulir yang telah disediakan / standar. Akad kredit dimaksud 
diatas ditandatangani oleh : 
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a. Debitur, dengan ketentuan : 
1) Tidak dalam keadaan blanko  
2) Diatas materai sesuai dengan ketentuan  
3) Tanda tangan dicocokkan dengan KTP 
4) Tidak boleh dikuasakan pada pihak lain. 
b.  Pengurus BPR yang dilakukan secara sign antara lain : 
1) Ketua dan wakil ketua, atau 
2) Ketua dan kepala bidang kredit, atau 
3) Wakil ketua dan kepala bidang kredit. 
Untuk akad kredit di bawah tangan terdapat beberapa bentuk form akad 
kredit yang digunakan, bentuknya disesuaikan dengan kredit yang diberikan, 
yaitu : 
a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) 
Model ini digunakan untuk fasilitas kredit yang tidak bertentangan yaitu 
kredit yang apabila jatuh tempo harus dibayar lunas, tetapi meskipun 
demikian bunganya dibayar setiap bulan. 
b. Perjanjian Kredit (PK) 
Model ini digunakan untuk fasilitas kredit angsuran yaitu kredit yang 
pembayarannya utang pokok maupun bunganya dilaksanakan dengan cara 
mengangsur setiap bulan. 
2. Pengikatan Obyek Jaminan Dengan Hak Tanggungan  
Setelah dilakukan penandatanganan akad kredit yang merupakan 
perjanjian pokok, maka tahap berikutnya akan dilakukan ikatan atas jaminan 
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atas objek yang diserahkan, yang merupakan accesoir dari pada perjanjian 
pokok tersebut diatas.  
Di dalam proses pembuatan perjanjian kerdit dengan hak tanggungan 
di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo pihak pembuat atau 
pelaksanaanya adalah melalui notaris yang telah ditunjuk oleh PT. BPR Wira 
Ardana Sejahtera Sukoharjo. Untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kemungkinan notaries yang ditunjuk untuk membuat 
perjanjian kredit di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo kemungkinan 
mengeluarkan 2 (dua) dokumen yaitu : 
a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APKT) 
Akta pemberian hak tanggungan dibuat / dikeluarkan notaris PT. 
BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo untuk jaminan terletak pada 
daerah kerjanya. Menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) UUHT didalam 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib mencantumkan : 
1) Nama dan identitas pemegang serta pemberi hak tanggungan. 
2) Domisili pihal-pihak sebagaimana yang dimaksud  pada huruf (a), dan 
apabila antara mereka ada yang berdomisili pilihan itu tidak 
deicantumkan, kantor notaris tempat pembuatan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT) dianggap sebagai domosili yang dipilih. 
3) Penunjukkan secara jelas utang dan piutang yang dijamin. 
4) Nilai tanggungan. 
5) Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan  
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Hal tersebut di atas sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT). Dan apabila hal-hal tersebut tidak 
dicantumkan secara lengkap dalam Akta Pemberian Hak tanggungan 
(APHT), akibat hukumnya adalah apa yang dipersangkutkan batal demi 
hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenui asas spesialitas dari 
hak tanggungan, Baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang 
dijamin. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat 
notaris dapat dicantumkan janji-janji. Menurut pasal 11 ayat (2) UUHT 
janji-janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) : 
1) Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk 
menyewakan objek hak tanggungan dan / atau menentukan atau 
mengubah jangka waktu sewa dan / atau menerimauang sewa dimuka, 
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dulu dari pemegang hak 
tanggungan. 
2) Janji yang memberikan kewenangan kepada pemberi hak tanggungan 
untuk  mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, 
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak 
tanggungan. 
3) Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 
tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 
letak objek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cidera 
janji. 
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4) Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 
tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan, Jika hal itu 
diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi 
hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan 
karena tidak dipenui atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang, 
Serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang 
jangka waktu dan/ atau memperbarui hak atas tanah yang menjadi 
objek hak tanggungan. 
5) Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama untuk mempunyai 
hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri hak tanggungan apabila 
debitur cidera janji.  
6) Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa 
objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan. 
7) Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya 
atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari 
pemegang hak tanggungan. 
8) Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau 
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk 
pelunasan piutangnya apabila objek hak tanggungan dilepaskan 
haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk 
kepentingan umum. 
9) Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau 
sebagian dari utang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan 
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untuk pelunasan piutangnya, jika objek hak tanggungan 
diasuransikan. 
10) Janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak 
tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan. 
11) Janji bahwa sertifikat atas tanah yang telah dibubuhi catatan 
pembebanan hak tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan 
pemegang hak tanggungan. 
b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
Notaris mengeluarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan 
(SKMHT) apabila:  
1) Jaminan dalam proses pengurusan  
Karena notaries yang digunakan dalam proses perjanjian kredit adalah 
notaries yang ditunjuk KSU-BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
maka ada kemungkinan jaminan yang diserahkan terletak disuatu 
daerah yang tidak ada notaries yang ditunjuk PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo sehingga perlu dibuatkan Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
2) Pemberi hak tanggungan berhalangan hadir menghadap notaries yang 
ditunjuk PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. 
Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan 
syarat sahnya Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
adalah : 
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1) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari 
pada membebankan hak tanggungan. 
2) Tidak memuat kuasa subtitusi (penggantian penerima kuasa melalui 
pengalihan) 
3) Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah utang, 
nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila 
debitur bukan pemberi hak tanggungan. 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak 
dapat ditarik kembali/ tidak dapat berakir sebab maupun juga kecuali, 
karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka 
waktunya. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan bukan sesudah diberikan, sedangkan Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas 
tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan Akta pemberian Hak 
Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah 
diberikan, Jika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 
tidak diikuti dengan pembuatanAkta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) dalam jangka waktu yang ditentukan maka batal demi hukum. 
3. Pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak tanggungan oleh Badan 
Pertanahan Negara (BPN) 
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Setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ditandatangani 
oleh notaris yang ditunjuk oleh KSU-BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo, 
Maka seluruh berkas-berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 
telah ditandatangani oleh notaris serta warkah lain yang diperlukan tersebut 
diserahkan / dikirim ke kantor Pertanahan Negara selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT). Kemudian kantor Pertanahan Negara membuatkan buku hak 
tanggungan dengan mencatatnya dalam buku yang bersangkutan. 
Pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan diatur dengan peraturan manteri 
agaria / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1996 tentang pendaftaran hak 
tanggungan dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan 
menteri Negara / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 setelah dilakukan 
pendaftaran selanjutnya kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak 
tanggungan sebagai bukti adanya hak tanggungan pada objek jaminan yang 
berupa tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Negara kepada PT. 
BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo (pemegang hak tanggungan dan sertifikat 
hak atas tanah yang dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan (debitur). 
Dengan adanya sertifikat hak tanggungan tersebut maka proses ikatan jaminannya 
dengan hak tanggungan di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo telah sah dan 
selesai menurut hukum. 
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3. Masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dan  Cara 
Mengatasinya 
Permasalahan di dalam pemberian kredit terutama pada kredit dengan 
Akta Pemberian Hak Tanggungan pada BPR pada umumnya dan PT. BPR Wira 
Ardana Sejahtera Sukoharjo pada kususnya adalah ketidaklancaran debitur dalam 
pengembalian pinjamannya. 
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo dalam menilai kredit 
bermasalahmengacu pada kualitas produktif, yaitu membagi kredit menjadi kredit 
lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan kredit mancet. 
Factor waktu penyelesaian kewajiban oleh debitur menjadi ukuran dari kualitas 
tersebut. 
Kategori “Kredit lancar” berarti debitur lancar dalam membayar angsuran 
pokok dan / atau kurang bunga.  
Kategori “Kurang lancar” berarti terdapat angsuran pokok dan / atau 
bunga dari 90 hari sampai kurang dari 180 hari. Apabila ada perbaikan angsuran 
pokok dan / atau bunga dari debitur sebelum jatuh tempo maka kualitas kredit 
meningkat menjadi lancar. 
Kategori “pengawasan khusus” berarti terdapat tunggakan angsuran 
pokok dan / atau bunga kurang dari 90 hari. Apabila ada perbaikan angsuran 
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pokok dan / atau bunga dari debitur sebelum jatuh tempo maka kualitas kredit 
meningkat menjadi lancar. 
Kategori “ diragukan” berarti terdapat tunggakan angsuran pokok dan / 
atau bunga dari 180 hari sampai kurang dari 270 hari. Apabila ada perbaikan 
angsuran pokok dan / atau bunga dari debitur sebelum jatuh tempo maka kualitas 
kredit menjadi lancar. 
Kategori “mancet” berarti terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau 
bunga lebih dari 270 hari. Dalam kredit mancet apabila ada perbaikan angsuran 
dari debitur atau melunasi tunggakan tepat jatuh tempo maka kredit mancet akan 
meningkat kualitasnya hanya sampai pada kurang lancar, setelah 3 (tiga) bulan 
berturut-turut mengangsur sesuai perjanjian, kredit mancet baru bisa dikatakan 
lancar. 
Tindakan yang dilakukan terhadap PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo terhadap kategori diatas tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan 
secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung 
menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan 
kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan 
pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan 
cara mencarikan jalan keluar yang terbaik. 
Di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo juga dapat melakukan 
upaya penyelamatan kredit dengan : 
1. Penjadwalan Kembali (Resceduling) 
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 Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat yang 
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu 
kredit, termasuk masa tenggang, baik perubahan besarnya angsuran jumlah 
angsuran maupun tidak. 
Hal ini ditempuh dengan tujuan memberikan kemudahan dan 
keringanan bagi debitur yang mengalami kesulitan, hambatan dalam 
mengembalikan kredit beserta bunganya kepada BPR. PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo berusaha mengubah komposisi klausul-klausul yang 
berkaitan dengan perjanjian kredit juga mengenai jangka waktu. 
2. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 
Yaitu upaya berupaya melakukan perubahan atas seluruh syarat-syarat 
perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal 
angsuran dan jangka waktu kredit. Namun perubahan tersebut tanpa 
memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh 
atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 
Dalam hal ini tindakan yang dilakukan PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo berupa keringanan atau perubahan persyaratan : 
a. Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai tidak sanggup 
membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali 
pokok. 
b. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi 
penagihan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah 
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mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak 
dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit. 
c. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang 
dengan syarat lebih ringan. 
d. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah masih mampu membayar 
bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi 
untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh 
jika hasil operasi nasabah menunjukan laba dan likuiditas memungkinkan 
membayar bunga. 
e. Kapasitas bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah 
untuk waktu tertentu tidak membayar bunga tetapi nanti utang pokoknya 
dapat melebihi plafon yang disetujui. Cara ini ditempuh dalam hal 
prospek usaha nasabah baik. 
3. Penataan Kembali (Restucturing) 
Upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit 
berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau 
sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau 
tanpa rescheduling. 
Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya 
rescheduling dan reconditioning rescheduling dengan restructuring, serta 
gabungan ketiganya. Jika penilaian PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo tentang kegiatan usaha debitur dapat dipertahankan atau bahkan 
ditingkatkan maka perlu dilakukan tindakan penyelamatan yang sesuai 
 59 
kondisi perusahaan. Hal ini diperlukan pengetauan mengenai kondisi dan 
sebab-sebab kesulitan debitur serta prospek dimasa mendatang. Misalnya : 
kesulitan perusahaan dalam aspek pemasaran tentang kesulitan pemasaran 
disebabkan mutu, model desain, dan servis maka perlu dibicarakan dengan 
nasabah kemungkinan untuk memperbaiki kekurangan tersebut untuk 
selanjutnya tindakan PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo yaitu 
dipertimbangkan tindakan rescheduling dan kalau perlu penambahan kredit. 
Dalam prakteknya di PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo 
setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit maka usaha debitur dapat segera 
bangkit kembali dan beroperasi sebagaimana mestinya.     
Jika pembinaan kredit tidak berhasil, maka PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo melakukan upaya penyelamatan kredit, yaitu BPR harus 
menyerahkan pengurusannya kepada pihak ketiga. Di negara kita dikenal 
dengan tiga lembaga yang dapat dibebani tugas untuk menyelesaikan kredit 
mancet, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Peradilan Umum dan 
Arbitrase. 
Tugas pokok PUPN adalah mengurusi piutang-piutang, mengawasi 
piutang-piutang dan melikuidasi BPR yang bermasalah. 
Tugas peradilan umum adalah memeriksa dan mengadili perkara 
pidana, memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat perdata. 
Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa perdata di luar 
pengadilan dengan menggunakan wait atau juru pisah. Lembaga ini bukan 
lembaga peradilan. 
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Dalam prakteknya cara yang ditempuh PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo, yaitu : 
 
a. Melalui Penjualan Objek Hak Tanggungan Di Bawah Tangan 
Hal ini lebih menguntungkan karena bisa diperoleh harga yang lebih 
tinggi serta proses dan prosedurnya tidak berbelit-belit. 
b. Melalui Kontor Lelang   
Kopersi PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo meminta langsung 
kepada kantor untuk menjual objek hak tanggungan yang bersangkutan 
dalam pelelangan umum di pihak PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang kemudian 
dilakukan pembersihan pada jaminan, dilanjutkan pencoretan buku dan 
sertifikat Hak Tanggungan oleh kantor pertanahan. 
c. Melalui Badan Peradilan  
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo mengajukan gugatan untuk memperoleh 
keputusan pengadilan yang menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah 
yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui 
gugatan kepailitan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penyusun menganalisa beberapa permasalahan dalam pelaksanaan 
atau praktek pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. BPR Wira 
Ardana Sejahtera Sukoharjo maka penyusun dapat menarik kesimpulan antara 
lain : 
1. Pelaksanaan perjanjian kerdit dengan jaminan hak tanggungan  
a. Pemberian Akad Kredit 
Setiap pemberian fasilitas kredit harus dituangkan dalam akad kredit, baik 
secara notariil atau dibawah tangan dengan menggunakan formulir yang 
telah disediakan/standart, disertai dengan proses pemeriksaan tarhadap 
kebenarannya atau keasliannya dokumen atau barang yang dijadikan 
jaminan dalam pemberian kredit. 
b. Pengikatan Objek Jaminan Dengan Hak Tanggungan 
Setelah dilakukan penandatanganan akad kredit yang merupakan 
perjanjian pokok, maka selanjutnya dilakukan ikatan jaminan atas tanah 
dan bangunan yang diserahkan, yang merupakan accesoir dari pada 
perjanjian pokok tersebut di atas oleh notaries yang ditunjuk PT. BPR 
Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo. Dalam proses ikatan jaminan untuk 
tanah dan bangunan kemungkinan notaris mengeluarkan dua dokumen 
yaitu : 
6
1 
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1) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
2) Surat Kuasa Membebankan  Hak Tanggungan (SKMHT) 
c. Pendaftaran dan penerbitan hak tanggungan oleh kantor pertanahan 
Negara 
Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh notaris ke kantor pertanahan 
negara selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan berkas 
APHT dan SKMHT. Kemudian selanjutnya kantor pertanahan negara 
menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Setelah sertifikat tersebut dibubuhi catatan 
pembebanan hak tanggungan oleh kantor pertanahan lalu diserahkan 
kepada pemegang hak tanggungan yaitu PT. BPR Wira Ardana Sejahtera 
Sukoharjo. 
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan cara 
mengatasi permasalahannya. 
PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo mengedepankan asas 
kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Pertama-tama adalah 
penagihan secara terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui pembinaan 
kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan terlambatnya 
pembayaran dan juga berusaha membantu memulihkan usaha debitur dengan 
cara mencarikan jalan keluarnya yang baik. 
Jika pembinaan kredit tidak berhasil, maka pihak PT. BPR Wira Ardana 
Sejahtera Sukoharjo melakukan upaya penyelamatan kredit yang ditempuh 
dengan cara : 
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a. Penjadwalan Kembali (Resceduling) 
b. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 
c. Penataan Pembali (Restructuring) 
Dan jika tidak berhasil juga, maka BPR harus menyerahkan 
kepengurusannya ke pihak ketiga. Dan jika tidak berhasil cara ini maka jalan 
satu-satunya adalah dengan pengadilan negeri karena pengadilan negeri 
adalah satu-satunya jalan terakir dalam menyelesaikan masalah kredit. 
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka 
dalam hal ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya PT. BPR Wira Ardana Sejahtera Sukoharjo dalam memberikan 
kredit atau pinjaman kepada masyarakat lebih selektif dalam melakukan 
analisis seperti memperhatikan karakter nasabah, jenis usaha nasabah dan lain 
sebagainya guna menghindari adanya kredit macet 
2. Harus lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah 
disepakati dengan melakukan pengembangan-pengembangan kebijakan 
berkaitan dengan kegiatan perkreditan sehingga lingkup pelayanan 
perkreditan semakin luas diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (pengurus, pengelola dan karyawan) sebagai pelaksana kebijakan.  
3. Dalam upaya memberikan bantuan kepada debitur harus dilakukan dengan 
tetap memperhatikan mekanisme yang telah dituangkan dalam perjanjian 
kredit. 
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